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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kepedulian internasional terhadap warisan budaya terutama warisan 

budaya bawah laut pada abad yang lalu mulai berkembang. Diperkirakan sekitar 

tiga juta bangkai kapal berada di bawah air yang diduga teradapat koin emas, vas 

dan barang berharga lainnya di dalamnya. Hal itu dibuktikan dengan 

ditemukannya bangkai kapal Mary Rose, bangkai kapal R.M.S, bangkai kapal 

Belitung atau situs bersejarah lainnya seperti mercusuar Alexandria dan istana 

Cleopatra (Mesir), kartago kuno (Tunisia) dan pelabuhan kerajaan Jamaika yang 

hancur pada tahun 1962.1 

Mary Rose adalah kapal perang Tudor yang ditugaskan dan dijalankan 

selama masa pemerintahan Henry VII. Dikeluarkan pada tahun 1211, kapal ini 

digunakan selama pertempuran melawan Prancis, Britania, dan Skotlandia, dan 

pada tahun 1545 tenggelam selama pertempuran melawan Prancis. Tenggelam 

di selat Solent dekat Isle of Wight, tidak ditemukan kembali sampai tahun 1971 

dan diselamatkan pada tahun 1982. Sisa-sisa kapal karam sekarang dapat dilihat 

museum di Portsmouth dan telah menjadi salah satu proyek yang paling mahal 

dan ekspansif dalam sejarah arkeologi maritim. Selain struktur kapal itu sendiri, 

 
1 Meike Rachmana, “ The Conception Of Historic Shipwrecks Ownership In Aaccording 

With International Law ” , Indonesian Journal of International Law. ,Vol. 12 Nomor 3 tahun 2015, 

hlm. 356. 
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ditemukan lebih dari 26.000 artefak yang diantaranya sekarang dipanjang untuk 

umum.2 

Kepulauan Indonesia sudah menjadi pusat dan aktivitas internasional 

maritim untuk abad itu. Eropa mulai partisipasi di perdagangan maritim dan 

penjualan dari abad ke 16 seterusnya. Di awal abad ke 19 Belanda telah 

memperluas jangkauan dan koloni mereka di seluruh Hindia Belanda, bersama 

kekuatan berpusat di Jawa. Kekuasaan ini terancam selama perang dunia ke 2 

disaat perairan kepulauan ini menjadi panggung akhir bagi ambisi Jepang di 

Asia.3 

Kapal-kapal Eropa ini sarat dengan muatan barang jarahan emas, 

permata, dan barang-barang seni yang dirampok dari kerajaan-kerajaan di 

Nusantara yang berhasil ditaklukannya. Seperti misalnya kapal Inggris yang 

tenggelam di Samudera Indonesia perairan Bengkulu sarat dengan barang-

barang seni dari kerajaan Jawa. Kapal Portugis “ Flo de La Mar ” yang 

mengangkut barang jarahan dari Kesultanan Melaka tenggelam di Selat Malaka 

perairan Aceh.4 

Ancaman terhadap benda berharga muatan dari kapal karam tidak hanya 

dari pencuri tetapi dari ancaman alam. Mengingat sudah banyak pembangunan 

sehingga ancaman dapat berbentuk reklamasi pulau laut, pengerukan, dumping, 

pekerjaan konstruksi pelabuhan, pengeboran dari gas alam dan minyak, 

 
2 Sky History,“Top 10 Most Famous Shipwrecks”, 

https://www.history.co.uk/shows/billion-dollar-wreck/top-10-most-famous-shipwrecks  pada pukul 

19.21 WIB.  
3 Natalia Pearson., “ Naval Shipwrecks in Indonesia ”., Proceedings of the 3rd Asia-Pacific 

Regional Conference on Underwater Cultural Heritage, Vol. 2 tahun 2017, hlm 1156. 
4 Bambang Budi Utomo., Warisan Bahari Indonesia., Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

Jakarta,  2016, hlm 66.   

https://www.history.co.uk/shows/billion-dollar-wreck/top-10-most-famous-shipwrecks
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eksplorasi minyak dan peletakan dari kabel pipa. Sehingga memberikan efek 

perubahan pada konstruksi kapal karam.5 

Baru-baru ini penyelamatan adalah aktivitas gelap adalah non-state 

affairs, dijalankan secara terselubung dan tanpa izin pencarian. Pandangan luar 

terhadap industri di tempat ini mengizinkan untuk bersenjata, awak kapal 

internasional untuk tetap di atas air dan memantau adanya dari yang berkuasa 

saat logam ditarik ke atas tanpa pandang bulu dari dasar laut. Tidak menganggap 

perbuatan itu untuk bagian  peninggalan manusia, simbol objek, tidak meledak 

meriam atau tank minyak.6 

Pada perkembangannya, regulasi di Indonesia yang mengatur 

ketinggalan budaya bawah air, khususunya Barang Muatan Kapal Tenggelam ( 

BMKT ), tetapi mengalami dualisme hukum. Berdasarkan Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Undang- Undang Nomor 11 

Tahun 2010), Barang Muatan Kapal Tenggelam ( BMKT ) dijadikan sebagai 

warisan budaya maritim Indonesia. 7  Permasalahan yang muncul kemudian 

adalah Undang- Undang  ini belum terdapat peraturan turunannya, sehingga 

ketentuan dalam pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam ( BMKT ) 

menjadi kurang optimal.8  

Kemudian terjadi pelemparan tanggung jawab antara negara pantai dan 

negara bendera kapal. Ketika berita tersiar tentang hilangnya bangkai Belanda di 

 
5 Roby Frost., “ Underwater Cultural Heritage Protection ”., Master Degree, Australia 

National University, Australia, 2004, hlm 23. 
6 Op cit., Natalia Pearson, hlm 1155.  
7 Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cagar Budaya., pasal 26, tahun 2010.  
8 Op cit., Athina Kartika Sari et.al, hlm. 39.  
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laut Jawa, kepala dari Arkenas (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, atau The 

National Archaeological Centre of Indonesia), Bambang Budi Utomo, berkata :  

“Pemerintahan Belanda tidak bisa menyalahkan pemerintahan Indonesia 

karena mereka tidak bertanya kepada kita untuk melindungi kapal-kapal itu. 

Seperti yang ada tidak ada perjanjian atau pengumuman, ketika kapal itu pergi 

menghilang, hal itu bukan merupakan tanggung jawab kita.”9 

      Kepala dari kantor Informasi Angkatan Laut Indonesia, Kolonel Gig Jonias 

Mozes Sipasulta, konfirmasi terhadap pandangan Indonesia itu pemerintah luar 

negeri dapat memiliki lebih baik untuk perlindungan bangkai kapal itu : 

“ Angkatan laut Indonesia tidak bisa mengawasi semua tempat setiap waktu. Jika 

mereka bertanya mengapa kapal itu menghilang, saya bertanya kembali pada 

mereka, mengapa mereka tidak menjaga kapal itu ? ”10 

Indonesia tidak langsung terlibat hal ini, tindakan ini sebagai menandakan 

dari sikap setempat itu dimana bangkai kapal perang sebagai warisan dan 

sebelumnya pertanggung jawaban nilai dan finasial dari negara bendera. 

Indonesia akhirnya setuju tanpa protes untuk memanggil sebuah investigasi 

internasional ke dalam hilangnya bangkai kapal di laut Jawa dilakukan sedikit 

untuk mengurangi pandangan lebih luas dari isu ini dan ancaman yang 

menimbulkan untuk bangkai kapal di perairan Indonesia, itu ada pilihan lemah.11 

 
9 Op cit., Natalia Pearson, hlm 1155.  
10 Ibid., hlm 1155.  
11 Ibid., hlm 1156 
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Berdasarkan data yang tersedia dari perpustakan dan repositori Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, terdapat tulisan sehubungan dengan hal diatas 

terdapat beberapa tulisan yang berkait dengan perlindungan harta benda muatan 

dari kapal karam, seperti : “ Analisis Upaya Perlindungan Underwater Cultural 

Heritange Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional ” yang disusun 

oleh Yogha Bramesta Sandrianto pada tahun 2019.  

Penelitian dilakukan oleh Yogha Bramesta Sandrianto pada tahun 2019 

tersebut, membahas pada pengaturan hukum nasional dan hukum internasional 

dalam memberikan perlindungan terhadap Underwater Cultural Heritage dan 

perbandingan antara kedua hukum mengenai Underwater Cultural Heritage. 

Dari tulisan tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak membahas aturan 

kepentingan pelestarian terhadap nilai benda berharga muatan dari kapal karam. 

Kemudian dalam penulisan ini juga membahas penyelesaian masalah terhadap 

keberadaan Benda Berharga Muatan dari Kapal Tenggelam (BMKT)/ Kapal 

Karam yang dilihat dari aturan hukum internasional dan hukum nasional  

terhadap penemuan benda berharga muatan dari kapal karam di perairan 

nasional. Pada tulisan ini membahas bagaimana praktik negara-negara lain 

dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kapal karam. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan skripsi ini diberi judul 

“ Perlindungan Hukum Terhadap Benda Berharga Muatan Dari Kapal 

Karam Di Wilayah Negara Indonesia : Kepentingan Ekonomi Versus 

Perlindungan Pelestarian Ditinjau Dari Hukum Internasional ”. 

B. Rumusan Masalah  
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Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan dibagian atas, maka 

timbul sebuah permasalahan pada penelitian ini yaitu :  

1. Apakah aturan hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan 

benda berharga dari kapal karam yang ditemukan di peairan nasional suatu 

negara  ?  

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui urgensi dari aturan hukum terhadap perlindungan 

benda berharga dari kapal karam di perairan suatu negara.  

b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap negara penemu dan negara 

asal kapal karam terhadap harta benda dasar laut dari kapal karam 

berdasarkan hukum internasional.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat yang bersifat 

teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada harta benda yang berada di dasar laut yang berasal dari 

kapal karam. Dengan harapan dapat memberikan sebuah ide dan membagi 

ilmu pengetahuan terutama hukum internasional.  

2. Manfaat Praktis  
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Dengan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ilmu yang 

didapatkan dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan diterapkan 

serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan memberikan 

informasi kepada pembaca.  

E. Ruang Lingkup  

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat 

menghindar dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skrispi ini serta 

menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai aturan hukum 

internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Benda Berharga Muatan 

Kapal Tenggelam dari kapal karam di Laut.  

F. Kerangka Teori  

1. Teori  Perlindungan Hukum  

Pengertian teori perlindungan hukum adalah “… teori yang mengkaji 

dan menganalisis bentuk atau tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang 

dilindungi  dan objek dari perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk 

subjek. ” Sudikno Mertokusumo membuat pernyataan tidak hanya tentang 

tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. 

Dia berpendapat bahwa : “ Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan 

hukum manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum 

adalah menciptakan masyarakat yang tertib, dan menciptakan masyarakat 

yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban 

dalam masyarakat diharapkan kepentingan dalam masyarakat dapat 

dilindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan 
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kewajiban antara individu di masyarakat, membagi kewenangan dan 

pengaturan cara penyelesaian masalah hukum, dan pemeliharaan hukum 

kepastian.”12 

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Konstitusi 

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Dasar Hukum 

Perlindungan dan Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”13 

Dengan demikian, unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian teori 

perlindungan hukum antara lain :1. Keberadaan atau wujudnya perlindungan 

atau tujuan perlindungan; 2. Subjek hukum; dan 3. Objek perlindungan 

hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang 

berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 14 

2. Teori Penegakan Hukum  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah orang yang 

menegakkan (mendirikan).15 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

 
12  Siti Nurhayati, “ Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to 

Emplyoment in Indonesia ”, Prophetic Law Review 1, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2020, hlm 9. 
13 Jurian Runtukahu., “ Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum di 

Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia “., Lex et Societatis, Vol. VI Nomor 1 tahun 2016, hlm 

46. 
14 Op cit., Siti Nurhayati, hlm 9.  
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak , diakses 

pada 3 November 2021 pukul 06.59 WIB.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak
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dalam kehidupan bermasyarakaat dan bernegara. Dalam hal ini dilaksanakan 

secara luas oleh subjek dan tindakan penegakan hukum oleh subjek secara 

terbatas atau sempit.16  

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan 

menghubungkan nilai-nilai yang tertulis di kaidah-kaidah dan tindakan dari 

penyampaian nilai di bagian akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan perdamaian dalam hidup.17 

3. Teori Tanggung Jawab Negara  

State responsibility atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab 

negara adalah asas dasar didalam hukum internasional yang berasal dari 

doktrin ahli – ahli hukum internasional. Ketika kewajiban internasional dari 

suatu tindakan dilanggar, yaitu apakah kewajiban tersebut berdasarkan 

perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, tanggung jawab 

negara akan muncul.18 

Pengertian tanggung jawab negara dari Dictionary of Law adalah “ 

Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply 

with a legal obligation under international law.” Kewajiban suatu negara 

 
16  Andrew Shandy Utama, “ Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di 

Indonesia ”, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 Nomor 3 tahun 2019, hlm 306.  
17 Ibid., hlm 307.  
18 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, 

Timor Leste dan Lainnya, Jakarta, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 28.  
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untuk melakukan perbaikan dari kegagalan untuk melengkapi kewajiban 

hukum berdasarkan hukum internasional.19 

4. Teori Kedaulatan Negara ( Sovereignty ) 

Kedaulatan/ Sovereignty/ Superanus memiliki arti yang teratas. 

Negara memiliki kedaulatan adalah sifat atau ciri hakiki negara. Terutama 

kekuasaan tinggi yang dimiliki negara tersebut tetapi memiliki batas. Batas 

yang dimiliki negara adalah wilayah negara tersebut.20 

Berdasarkan hukum internasional kedaulatan negara memiliki 

dampak terhadap kekuasaan dan hak-hak yang timbul dari penerapan 

kekuasaan teritorial. Dalam hal hak teritorial negara memiliki hak 

kekuasaan penuh tetapi dalam batas wilayah negara.21 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan prosedur mengkaji dokumen dalam bentuk perundang- 

undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian dilakukan dengan: 

 
19 Oxford University Press, 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100529138, diakses tanggal 

8 Juni 2022 pukul 21.29 WIB.  
20  M. Iman Santoso., “ Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang 

Keimigrasian ”., Binamulia Hukum., Vol. 7 Nomor 1, tahun 2018, hlm 2.  
21 Ibid,.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100529138
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a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini ditempuh dengan mempelajari Konvensi dan 

regulasi internasional terkait dengan masalah hukum yang ditangani. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah regulasi yaitu 

United Nation Convention of Law of the Sea ( UNCLOS 1982) dan 

UNESCO Convention 2001 on the Protection of the Underwater 

Cultural Heritage. 

b. Pendekatan konsep 

Pendekatan konsep yaitu meninjau asas dan teori yang dapat 

ditemukan di literatur dan karya ilmiah. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :  

a. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas 

hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan 

yang meliputi : undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-

putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif / administratif.22 

a) International Salvage Law and the Protection of UCH  

b) United Nation Convention of Law of the Sea ( UNCLOS 

1982).  

c) UNESCO Convention 2001 on the Protection of the 

Underwater Cultural Heritage.  

 
22 I Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 143.  
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d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1019 tentang 

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal  

h) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 

tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfataan 

Benda Berharga Muatan dari Kapal Tenggelam.  

i) Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.06/2009. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup hasil-

hasil penelitian, serta karya yang diberikan oleh kalangan hukum 

untuk menjelaskan bahan hukum primer. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.23 

4. Metode Pengumpulan Bahan  

 Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode 

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah cara di dalam 

 
23  Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi.,  Penelitian hukum normative suatu tinjauan 

singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23.  
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penelitian dengan mngumpulkan informasi dan data yang dilakukan dalam 

penelitian dengan bantuan dari perpustakaan. Sumber yang bisa digunakan 

adalah buku, hasil penelitian dengan tema yang sama, artikel, jurnal dan 

tulisan yang memiliki tema yang sama. Data dikumpulkan, diolah, dan 

disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada.24 Dimulai dengan 

klasifikasi dengan harta benda di dasar laut dari kapal karam, wilayah laut 

territorial, aturan yang berkaitan dengan penanganan Barang Muatan Kapal 

Tenggelam (BMKT) dan kebijakan yang ada di Indonesia.  

5. Metode Analisis Bahan 

 Melakukan analisis deskriptif kualitatif dari data yang diperoleh 

yaitu mengkaji prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsi data 

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian melakukan analisis 

dalam bentuk kesimpulan. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan  

 Untuk menarik sebuah kesimpulan digunakan logika deduktif. Hal-

hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus25 

untuk memperoleh kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang ada didalam penelitian ini.  

 

 

 
24  Milya Sari dan Asmendri., “ Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam 

Penelitian Pendidikan IPA ”., Natural Science, Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 44.   
25  Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim., Metode Penelitian Hukum: Normatif Empiris , 

Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm 28.  
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